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PERAN DAN FUNGSI PI-\GAWASAN DPR TERHADAP
PE]\ I E RINTAH

Josepus Jullie pinori

.{bstrak

Pelaksanaan peran dan fungsi PCn('lr\\asan DPR selama ini terhaclap pcrrcrirtah
mengalami pasang sur-ut kualitas clalt kckrratannl,s. Dalarn periode nrasa Orcle La1ta.peran kontrol legislatif terhaclap cksckutrl- sangat lemah,'sehingga eksekr-rti1' 6aparn-relakukan apaputl sesuai clengart apa vans rnereka inginkan. Keputusern Soeka'r.kernbali ke lrUD 1945 dapat crilihai ,.-brgii rraha neig*urgi pe,garuh DpR cranmemperkuat posisi Presiden.Dibau'ah kcpernimpinan S-oeharro selar.r.rn 32 tahr-r,

eksckrrril' bcgitu kuat
arrillsial belaka.Awal

-ga\\.asalllYa secara m
unsan lcslslatif dan
saha nre nunu-jukkan

penggunaan hak interpelasi dan hak an-uker.

Kata k-unci : fungsi, kontrol. legislatil'

PENDAHULUAN

Setiap negara yang menganut
paham demokrasi clalarr
pelaksanaan fungsi penga\\ asan
terhadap kinerja pernerintah yang
tidak langsung atau lebih dikenal
dengan sistem perwakilan. nraka
ada suatu badan yang mempakan
wadah tempat berkumpulnya para
wakil rakyat. Secara ulltLul
menurut (S.Pamudji, 1983 : 12)
suatu u,adah yang merupakan
berkumpulnya para u,akil rakvat
tersebut c'li nantakan DpR (Der,t,an
Perwakilan Rakyat) atau discbur
jrgu clengan parlemen atau
"Porliatncnt " Inggris telah banyak
nternberikan suntbangan kepatla
peraciaban dunia, dan yang palin-u
besar. barangkali sumbangan
terhadap Iernbaga-lcnrbarra

"Irrduk Parlementaria'' (Mother o/
Porliomcnts) oleh karena di clunil
barat setelah runtuhnya kerajaalt
Romawi, Inggrislah yang perlanta
menciptakan suatu parlemen yang"v'orkable" yaitu sebuah Dewan
yang dipilih oleh rakyat dengan
kekuasaan untuk memecahkan
problem-problem sosial dar.r
ekonomi ntelalui perdebatan yang
bebas dan mcngarah kepada
pembuatan undang-undang. Dengan
dernikian Inggris tclah berhasil
nrenggantikan "ciyil v,ar" dengan
" ciyil yote " 

.

Fungsi DPR terdapat perbedaan
di rnasing-nrasirrg Negara. sebab acla
Negara yang menetapkan DpR
sebagai satu-satunya organ
kenegaraan yang nren-jalankan fungsi
perundang-unclangan (ntisalnya cli
Arrerika atau Belancla). Narnun acla

-luga yang rrenqikuti carrl sel/_
demokrasi. In-egris dikenal sebasai
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go) ct'nnt(n1 \ ang bebas dengrrn
sal'aua batlun legislatif yang ntcrcleka
clan

bcrlanurLrrrgjlri ab.

cksck Lrtrf )/ang
r-nenyerahkur

lirrrss: l.':i I:rl:l' licpada DPR
hcr-.-san'rlr-:lrrrrl clengan ofgalr
kcnellat'luLu lirinnl,a (rnisalnya di
Incloi-rc-silr lirngsi perundang-
unclangan rliiirkukan bersama-sama
oleh DI'}lt rlan Presiden scbagai
or-qan cksckr-rtif dalam negara.

SanrplLi saat ini, dalan-r
(Pidato ketua DPR RI pada rapat
paripur-na Dt)ll. RI dalan-r raugka
perirrgatan hLrt MPR/DPR RI ke-62 .

rabu. 19 AsLrstus 2007) DPR telah
banyak nrenj ul iutKan perannya secara
pl'opol-si()l)al dalarlt lnenyoloti
berbagai kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah. Bahkan seringkali kritik
Dewan cliang_eap sebagai nlont^'er
politik ruttuk nrencari kesalahan
pernerintah. [rungsi kontrol Dewan
dirnaksuclkan untuk r-nencegah dan
menghinclari terjadinya
penyirrpansan dan penyalahgunaan
kekuasaan Yang dilakukan
penrerintah. dengan kata lain
pernerintah clapat lebih terawasi cli

dalarr nrelaksanakan tugas-tugas
pernban-[ur-ran. Adanya pengawasan
yang et-ektil'dari Dewan maka akan
membcri nilai positif untuk
mcninskatkan kinerja birokrasi
pernerintahan itu sendiri, yaitu dalan-r

kontcks nrenberikan pelavanan
tcr-baik bagi ntasyararkat atau good
go)'antun((' \/alt_g hirrgga saat ilti
masih nrcnjadi harapan publik yaitu
pelltr rurlrrr r arrg baik .

XIETOI)h PENELITIAN

Penelitian ini lcbih ntengutantakLut
penclitirrn hukum nonlatif. Karenir
pada clasarnya yang akan cliteliti
aclalah kaiclah-kaidah hukun.r
rurengcnni tiurgsi pcn_gawasan DPR

tclhirrllLp I'c;ruL'rnrirlt- )au_g cliclapat

dari bahan hLrkurl pr-iurer. seperli
Peraturan ltcrluttlang-uncianqan dan
bahan hLrkrrnr sckunrlcr.

PEi\I I},.\ TI,\S.\\

l:rrrru,si pe n gir\\'rls:lrr DPR
tcrhaclap I)cntcrintnh yau-rl clinilai
ticlak mclghasilkan hal yang positil
clalanr nrcu'uj Lrclkan fungsi
penga\\ilsltu pentcrintahan terhadap
pernerintah
rureninrbuikan

) ang
tanda

etbktif,
tanya

dirnasy ar-akat teutau_rI keseriusan
DPR scbagai r-epresentasi rakyat
dal anr nrcn-ja I ankau fun_esinya.

Separrjans pentedntahan Olde
Baru rasan\r1 belurn pernah ada
Undans-unclans yiurg lahir dari
inisiatif Dcu.an I'cnvakilan Rakyat,
ntelturLrt (Ni'nratul Huda,
SH,.N'I.Hunr. 2003 : 20) sentua
inisiatif hcrasal dar-i eksekutit,
Der,van Per-uakilan Rakyat tinggal
nrengesahkun. Schingga sering
muncul siniliran srnis terhadap DPR
yang harrva sebagai "tukang
sterrpel" peran DPR 1999-2001
yang paline nrcnon-jol adalah fungsi
pengawasan terhadap eksekutif-.
sementara peran di brclang legislatif
clan brrclgat bclunr terlihat hasil _van_rI

menonjol.

Pada arr ul r-clbnnasi, legislatil'
sangat kuat- traurpu ntemberikan
fungsi pcnga\\,asarlnya secllra
rnaksimal. bahkan dalam beberapa
kasus dian ggap herlebihan.H ubun-sar
legislatif clun cksckLrtil sering penuh
konflik, 1-xu'lenrcn beberapa kali
berusaha n-tcnunr-r-jukkan otoritasnya.
misalnva mclalLri Jrcng_qunaan hak
intcrpeliisi dan lrlk angket, ltcxninasi
kancliclat untuk berba-uai konrisi
sepcrti lit)nulrs IIANI clatr
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itttltt,rrc'ltntcttl ter:hadap
Abcl Lrrrahrnan

aclalah hak DPR untuk meminta
kctcrangan kepada Pemerintah yang
penting dan strategjs dan berdampak
lLras pacla kehidupan bemasyarakat,
b crbr-,n1lsa dan bcrnegar-a.
Pasal 77 ayat 3:

Hak angket sebagaimana
clirraksud pada ayat (1) huruf b
aclalah hak DPR untuk mengadakan
penyelidikan terhadap pelaksanaan
Linclang-undang dan/ atau kebijakan
pcnrerintah yang berkaitan dengan
hal penting, strategis dan berdampak
luas pada kehidupan bennasyarakat,
bcrbangsa dan bernegara yang
cliduga berlentangan dengan
per atur-an perundang-undangan.

Pasal 77 ayat 4:

Hak metryatakan pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah hak DpR untuk
rnenyatakan pendapat atas:

a. kebijakan pemerintah atau
mengenai kejadian luar biasa
yang terjadi di tanah air atau
di dunia Internasional;

b. tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2) dan
hak angkct sebagairrana yang
dirnaksud pada ayat (3):

c. atau dugaan bahwa Presiden
dan/atau Wakil presidcn
rnelakukan pelanggaran
hukum baik berupa
pcnghianalan terhadap
Ne-uara- korupsi, penyuapan,
tinclak pidana berat lainnya.
maupult lerbuatan tercela
dan,/atau Presiden clan/ atau
Wakil Pr-esiclen tidak Iagi
men'rcnuhi syarat sebagai

Presiclen

Wahicl.
Patla pcrkcmbangarulya, kekuatan
pcnsawasan legislatif terhaclap
cli scli,.tt i t' lt crn b aU nr c) ern ah, falitln,, u

aclalah banyaknya hak interpelasi clan
hak an_eket yang dilakukan DpR
tcrhadap pcmerintah yaltg kanclas
ili-jaliur. clalarn adi, pengalvasau yaug
ililakukan tersebut terhenti tanpa ada
tindak lanjut oleh pemerintah atas
rekom en dasi-rekorn endasi clari
pelaksanaaan interpelasi dan angket
yang dilakukan DPR. sebagai
contoh. interplasi terhadap lumpur
Lapinclo. an-eket BBM dan yang
tcrakhir adalah angket terhaclap
kasus Bank Century.

Selain itu juga untuk
ntengingatkan pernerintah agar selalu
cenrat dan belhati-hati dalarr
pcnganrbilan suatu keputusan.
senantiasa menjaga akuntabilitas
publik berbagai langkah yang
clilakukan pernerintah dan senantiasa
terbuka untuk menerirna kritik-

Berdasarkan bunyi pasal 20A
ayat 2 dari pasal 77 ayat I Undang-
undang No. 27 Tahun 2009. DpR
lnempunyar wewenang untuk
melakukan hak Interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan
pcttdrtl'r11. sebagai penglr\\ asa,
terhadap cksekutif yaitu pemerintah.
dalam nrenjalankan Undang-r_rndan-u
dan APBN.

Hak ir-rterpelasi, hak angket
dan hak ntenyatakan pendapat y,ang
disebut diatas. dalan.r Lindan-rr-
unclans No.27 Tahun 2009 tentang
MPR. DPR. DPD, dan DPRD

Pasal 77 avat ?:

Hak intcrpelasi sebagaimana
dinraksud pacla ayat ( l) hurul' a
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Prcsirlcn tlur, atau Wakil
Pre sitlctt.

Bctbagai kcu'cnan_uan yang
mclcl<at dun llnlliki Dcnan scbagai
lembaga lcgislatit' clcnsan segala hak
c1en kcri alillrnn_i a tcutLr herrus

senrakin nraurpLr dijalankan secara

ef-ektif a-gar tid.rk ter-iadi situasi
politik vang kontra-produktil' bagi
pelaksanaan dernokrasi di Indonesia.

Sclain itu kesejajaran
hubungan antara eksekutif dan
legislatif cialam urenjalankan roda
kehidupan kenegaraan akan rner-rjadi

sangat ber-arti dalam proses
penciptaan scbuah tatanan kehidupan
kenegaraan )iang baik, sehingga
proses penrcrinrahan yang berjalan
mengarah kepada karakter dan nilai-
nllai good goYc rnartcc.

DPR sebagai lenrbaga legislatif
rnenurut (Nl. Solh' Lubis, SH,.
hal,58) merupzlkan salah satu
cabang kekuasaan. Dalam teori Trias
Politika yang dikemukakan pcrlanra
kali oleh John Locke pada tahun
1690 dzrlanr bukunya yang berjudul
"T.,to l'rcaliscs on c:ivil govcrnntcnl''.
John Lockc nrembagi cabang-cabang
kekuasaan ),ang terdiri dari legislatif
rneliputi wewenang nrembuat
peraturau. kekuusaan eksekutif
mel i puti wc\\,enar1g rnernpcfi ah ankan
peraturan sefia rrengadili perkara
(John Lockc nre lihat \! e\\/euang
nren-uaclili itu scbagai suatu
rtitt,oaring (pclaksanaan) clar-r

kekuasaan t-cdcratif mcliputi
\\'e\\'elrarl-g-\\'e\\'enang yan-rI tidak
tennasuk pada kekuasaan eksckutif
clan leqislatit. hubungan clcn_uan luar
nc-{cri tenrasuk termasuk kekuasaan
t-ederatil.

Scbasiri teori pemisahan
kekttl.rsaan atau s('/)(//z ttiott of l)ot\ !t'.

Pada tahun 179S. sa-sasan yang
diker-nukakiin tilch .lohn Locke
dikenrbangkan kenruclian oleh
seor ang frlsul' pcrancis \4ontesquieu.
dalanr bukunr l brr iuclul 1- 'Espirit

Dcs Lctis. \4enurut N4ontesquieu
kckuasaan pcnrcliniai'r clipisah clalatr-r

tiga kekuasaan. vartu kekuasaan
legislatif , kckuasaair cksckutif, dan
kekuasaan r,uriikirtif- Ketiga
kekuasaan itu n-rcr-rurutnya harus
tcrpisah sama sckali. baik mengenai
tugasnya r-nirupun r-nengenai alat
perlengkapan pcnyelenggaranya.
konsep Trias Politica Montesquieu
sangat popular, llalnuu banyak yang
tidak dipraktckan sccara rnumi.
karena tidak scsuai dengan
kenyataan. Berbagai kritik telah
dilontarkan terhadap konsep tersebut,
diantaranya cliungkapkan oleh
E.Utrecht.

Utrecht ticlak sc'jalan dengan
pernisahan kekuasaan yaljg
dilakukan oleh Montesquieu, dengan
mengajukan dur kehcr-atan. yaitu :

a. Penrisahan rnutlak seperli
yang clikentukakan oleh
Montesqui eu- rncngakibatkan
adanya baclan kenegaraan
yang ticlak ciitempatkan di
bau,ah pe nga\\'asan suatu
badan negarit lain. Tidak acla

penga\\,asan itu berarli
kemurskinan bagi suatu
badan kenesaraan untuk
me)anrpaui batas
kekuasaannva .lan oleh sebab
itu kcr'ya sillr)il alrlara rnasirru-
t-nasing harIan kenegaraan
rlipcrsulit. Olch karcna ttu.
tiap-tiap badzur diberikan
kesenrpatan untuk saling
llrcnga\\ asl.
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b l)alanr negara modem atau
tt clf ore state (rnulai
bcrkentbang pada akhir abad
l() arval abad 20) lapanuan

pemcrintahan
bcrlambah luas untuk
nreri ujudkan berbagai
kcpentingan masyarakat.
Dalan.r hal demikian. tidak
nrungkin di terima asas

pernisahan tegas (r,asl
baginscl) bahwa tiga fungsi
ter-sebut maslng-maslng
hanya diserahkan kepada
suatu badan kenegaraan
tetletcntu.

ProL Jimly Asshiddiqie
berpendapat. setelah adanya
perubahan UUD 1945 sebanyak
empat kali, dapat dikatakan sistem
konstitusi Indonesia telah menganut
cloktrin pemisahan kekuasaan.
nanrun tctap adannya check and
balctuccs antar cabang kekuasaan"
sebagai kontrol terhadaap kekuasaan
yang bcrlebihan. Lebih laryut Jirnllr
nrendasarkan hal tersebut pada
bebcrapa ihktor, yaitu:

l. aclanya pergeseran kekuasaan
legislatif dari tangan Presiden ke
DPR.

2. diacloosinya sistem pengujian
konstitusional atas unclanq-
undang sebagai produk
lcgislatif oleh Mahkanrah
Konstitusi. Dinraua
scbelurnnya undang-undan-u
tidak clapat diganggu gllgat.
hakint hanya clapat
nrcncrapkan undan_{-unclanu
clan tidak boleh n.renilai
u rrrla rrt- undang.

3. cliakui bahwa lenrba-ua
pelaksana kedaulatan rakvat

ItLr tidak hanya MPR"
nrclainkan sentua lernbaga
ncgara baik secara langsung
atilu ticlak langsung
lu'rcrl,rpllian pcnjehnaan
keclaulatau rakvat.

1. N4l'}R ticlak togi U".t.auclukan
scba-eai lembaga terlinggi
negara- uallulr sebagai
lcrnbaga negara yang
scclerajat dengan lembaga
luegara lairuya.

5. Hubungan-hubungan antar
lentbaga negara itu bersifat
saling mengendalikan satu
saura lain sesuai dengan
prirrsip checks and bolances.

Fungsi pengawasan DPR
rnerupakan ber-rtuk hubungan dalarl
konsep chccks oncl balctnces, sebagai
sebuah konsep pengawasan antar
lembaga Negara. Dalam kata lain,
fungsi pcn,qa\vasan sebagai salah
satu tungsi yang dirniliki DPR
terhadap kekuasaan legislatif, yaitu
pemerintah. adalah sebagai kontrol
kebijakan dari representatif DPR
sebagai I embaga per-w.akil an.

A. Fungsi Kontrol Terhadap
Kcbijakan Penrcrintah

Kontrol alau pengawasalt adalah
penting. scbab setiap pelaksanaan
tugas atas sesuatu program tanpa
adanya pen-q.a\\'asan- akan cendemg
n-renyimpang clar-ipada garis-garis
kebijaksanaan \ ang telah ditentukan,
karena pemc{ang kekuasaan aclalah
seorang maltusra yang umulTrl]ya
memiliki nal.su ingin berkuasa.

Jika kepcrcit\iaan yang diberikan
kepadanira ticlak diikuti dengal
kontrol. nraka akan rnenjurus kepada
penvirnpan-uan dari tr-rjuan sentula.



Sejak bcrabacl-abad lalLr tli bcbcrapa
bagian durria telalt nrenLlcnal fr,rngsi
pengawasalt ini, terutantit tcrhaclap
kekuasaan untuk rrcngclola
kepcntingan seluruh r:ll.r'ul rillal'r'r
suatu or-ganisasi Ncilura vang
ll'lclrpunyat tu-1 uar-r tcr'Icr]1Lt

Contohr-rya, cL'zantan kaisar Kcriijaan
Romarvi terdapat suatu Dc-u,,an

Rakyat yang disebut "Scnar yang
berfungsi sebagai penga\\'as terhaclap
tindakan dari Kaisar \/ang akan
ditempuh. dimar.ra harus cliqukan kc
depan sicling senat untuk ntcnclapat
perlintbangan tlan Pct-sct uj uau.
Disinilah senat akan rnenentukan
apakah pro_qram itu akan n-rcr"nbawa
kesejahteraan rakyat ntengakibatkan
beban dan kesengsaraan bagi rakyat.
Ternyata fuugsi pen[la\\ asarr ini
sangat dibutuhkan seiritrg dengan
kernajuan zaman.Fungsi pcngan asarr
ini sudah terdapat pula pacla di
Negara Indonesia setelah di
proklamirkan kenrerclckaan.
walaupun pada saat itu belunt ada
Dewan Per-wakilan Rakyat. Hal ini
disebabkan karena kondisi clan
sistem pacla saat itu belun-t
rnemungkinkan, sehin_ega Pemil ihan
Umurn untuk ntemilih angeota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
seperli yang dirnaksudkan daiarn
Undang-LJndang dasar 194-5 belun-i
dapat cliselen ggarakan.

Pada Pasal lV Aturan Pcr alihar-r
Undan-r1-Unclang Dasar I 9.1-5-,\/aug
berbunyi "Sebelurn

N.'l a.jclis
Penlusyarvaratan Rakvat. De-u,an
Peru,akilan Raky'at clan Dcu an
Pcrtinrbungiut Agung dibcnr uk
nrerrurui Undang-Undan-u Dasar- ini.
scgala kckuasaannya di-jalankan olch
Presic'len dengan bantuan Kornitc
Nasional".

Pasal tcrsebut tnenurut (.l.C.T-
Sinrorangkir, Dan B. NIang llcng
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Sa)', 1982 : I07) pacla
kesin-rpularuva ucla lah- '-l)crJr ubun u
gentiu-un1,'a keaclaan- ntaka
kekuasaan Pre sidcn lrllrlalr besar-
sck lli. S e l.rl: lr ri.: \ lr jcl rs
Pennusvau rtratalt Rakr lt (\lPR)
nraupun tugas clui-i Dcri.an
Penvakrlan Rakvat vilr.rs schar-Lrsltya
nrengal,asi tinclakan Irr-e siclen
rnalahan dipegang olch Pr-csiclcn
sendiri''.

Walaupun Pr-csidcrt rlidampingi
oleh sebuah Konritc \asional. nlultun
kedudukan Badan ini tidak lcbih
daripada ntenrbantu pekerjaan
Presiden, Dcngan clerlikian. harrpir
dapat dikatakan bahu,a sifat
pemerintahan u'aktu itu tak ubahnya
seper-ti pernerintahar-r diktator-. karena
kekuasaan Presrden atlalah tidak
terbatas den-ean tidak adanva sebuah
Badan put.l vang rnengau asi
tindakan-ti ndak artnya.

Oleh karena kezidaan seperti itu
menurut (M. Soll1, Lubis, SH,)
dianggap tidak sesuai lagi clengan
jiwa Undang-Undang Dasar 1945
maka kedaulatan terlinggi cli tangan
rakyat. dan untuk membatasi
keknasaan Prcsiden yang sansat
besar, maka prakarsa Dr-s.
Mohamrrad Hatta yang nrenjabat
Wakil Presiden Republik Indonesia
men_{eluarkan N4aklumat No. X
(baca : eks) ter-tanggal 16 Oktober
1945 yang ditancla tan_qani olehnva
sendiri. Naskah tersebut berbunvi :

Presiden Republik Indoncsia

Sesudah mcnr'lcngar pcmbicaraan
oleh Komite Nasional Pusat tentan-q
usul supava sebclun-r Ma.jclis
Penlusyar.r,aratau Rakyat dan Deu.ar-r
Penvakilan Rakyal cliberrtuk
kekuasaann\/a yau-rI hingga sekar-an_u

dilalankan oleh Presiden clengan
bantuan scbLrah Koirtite Nasronal
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menurut pusuJ l\' .Aturan Pcralihan
dari I ntlung-Lrnclang Dasar
hcnclaknla rli kcr jrkan oleh Korrite
Nasional Pusut supaya peker-jaan
I(onritc \. rlsiirnul itu sehal-l-
harinva... . tclttllts nasib banqsa
Irrclonesiu scllrn-jutnva bahrva usul
tadi bcrtlrrsrrkan paham keclaulatan
rak,vat.

Menrutuska n

Baltu a l<.otrite Nasional
Pusat. scbelum tcrbentuknya Majelis
Penlusvau at rltau Rakyat diserahi
tugas kekuasaan lc-uislatif dan ikut
menetapkan Gails-garis Besar
Haluarr Ncsrrnr- sella ntenyetujui
bahwa pekcr-jaar Kornite Nesional
Pusat sehari-hari berhubung dengan
gentingny'a kcaclaan yang dijalankan
oleh sebLrah Baclan Pekerja yang
dipilih cliantara r.nereka dan yang
beftanggungf au'ab kepada Kornite
Nasional Pusat.

Jakarla. l6 Oktober 1945
WAKII- PRESIDEN REPUBLIK

1N DONESIA
MOIIAMMAD HATTA

Maklunat ini dimaksudkan untuk
menguralt-si kckuasaan Presiden
yang sangat bcsar dan hal ini
mettgingat pula tentang sislcur
pernerintahan Negara yang krta
j urnpai clalam perjalanan resrni
Undang-unclan_q Dasar 1945- yaitu
Pcmerintah berdasarkan atas
Konstitusi (lJukurn Dasar). tidak
bersifat absol rtl isnt (kekuasaan ticlak
terbatas). OIeh karena itu, clen-uan

dikeluarkanltya Maklumat h\ornor X
tersebut. maka kccludukan Konritc
Nasional Pusat bukan lagi scbagai
Badan r,ang urembantu setrirta-l.lt0ta.
tetapi suclah ntcn-jacli Baclan vang
sama tingui keduclukann_va tlensrn

Presiden vailu \\ cwenaltg penuh
untuk ber-sanlr-surlur dengarr
Presiclen nre luksanakan wewenang
perundan-u-unclanqln. bahkan ikut
rnenctapkrlt Cul-is-garis Besal
Haluan Nc-uura.

Dalam n'raklunrat tcrsebut kita
clapatkan seburh Baclan Pekerja yang
melaksanakan pckcrjaan sehari-hari
dari Komitc Nasional Pusat dan
berlanggungf au ab kepada Komite
Nasional Pusa1. Hal rnr bila dilihat
dari tugasnya clapat cli umpamakan
Dewan Peru akilan Rakyat-nya,
dintana ia bcrhak lurut sefia dalarn
penentuan Garis-Caris Besar Halun
Negara.

Adapun. ntenur.t;t (M.
Hoetaoeroek, Sfl, 1977, hal. 124)
rnengaiakan halrri n :

Kedua Bacian Legislatif ini
(MPR dan DPR) tli semua Negara
terutama di Nceara-negara yang
modent acla tcrdapat , misalnya di
Amerika Scrikat yang dikenal
dengan Housc o/ llepresentati.f dan
Senat, di Ing-uris vang disebut Hottse
of Contntons clan llotr.se of Lord, di
Belanda clengan Lrstc Kanter dan
Tw,eede Kantt,r. di India dengan lok
Sobhana. yan-u kedua badan tersebut
dapat diartikan sebagai Majelis
Tinggi dan Ma-jelis Rendah.

Ber-bicara tcntang Kontrol atau
pengawasatl- tentunya akan tiba pada
pefianyaan vaitu . Siapakah yang
diau,asi dan apa saja yang rnenjadi
obyek pen-sawasan tersebut?
Tentunya clalant hal ini yang diarvasi
adalah pemcrintah yang dilimpahkan
kepada Presiclen dalam rrenjalankan
tugasnya dilengkapi pula dengan
wewenan g-\\,e\\'cn an gnya SAIIA
sekali tidak lepas dari pengawasarl
Dewan Per-uakilan Rakyat. Senrua
hal-hal )/ans hcrhubungan dengan
clikeluarkannva suatu produk
pu-undang-urrtllrngarr Jtuu juglr
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seperti pentberiatt altltlestl tlatl

abolisi harus be rtlasln-kun

pedimbangan Dcrvan Penr lkilarr
Rakyat. clan untuk ntct'nbct-iklttltlrlt
prcsiclen l-rarus uclihat s1'el-llt 

" 
rlrl g

tclah clitetapkan oleh Lltrilatrs-

undang. se bab tidlik tllirstlLltil

Prcsicicn akan tt-tcttr,'alaltgLttlllkatt

',\'ewerlanguya yang hal itu tlallat
nrer-nbahayakan Negara.

Dengan ikut rnetletltukan tllatcri
dalam undau g-undang terscb ttt. tlr aklt

Deu,an Perrvakilan Rakr-at ciapat

menrberi perlirnbangan apaklLh

undang-unclang yang telah disctr-r.iui

itu nrenrbarva akibat positif ataukah

akibat r-regatif bagi kepetrtingarr

rakyat yang diwakilinya. scbab

pengawasan dari Der.r,an Peru'akilart
Rakyat disini belsifat preventil- darr

represif. Pengawasan yaltg bersitat
preventif mengandung maktta
penga\\'asan sebelum pelaksattaatr

atau dengan kata lain Dcu'ltt't

Perrvakilan Rakyat ikut se rta

menentukan arah kebiiakan -vartg
akan tlitempuh yaitu dalam hal

pembentukatr sebuah Produk
perundang-undangan. Scdar-rgkatt

pengawasan,vang bersitht rcprcsil
aclalah setelah pelaksanaan bcrialarr

dalan per-rgertian sebuah pr-otir-rk

Pcni,akilan Rakyat sangat mcnegartu
perauan pentin-e, apakah de It uatt

pem1r31xo,-,-peruyataan tersebut akarl

nrembau'a keuntungatr bagi rak-r a1

rtau scbaliknya al<an bcral<ibet thtrl.
Dalanr hal-hal te rtcnt Ll.

penrerintah dapat saja tcrlepas dari

pcnga\\/asan Dewan Per u'akilan
Rakyat. ntisalny'a kegcrttirtgalt ) rtrls

llernaksa perler intah ur-ituk

menetapkan Peraturan Pcrneritttah
Pengganti Undang-Ur-rdan-u

(PERPU). Hal ini menrang dapat

diterirna karena pernerintah scbagai
pengendali utama berlanggungiarvab
penuh terhadap keamanar.t

Ne,qara.Dalam hal ini pemerintah
nremerlukan tindakan yang cepat dar-t

tepat untuk mengatasi keadaan.

Tetapi PERPU ini hams din.rintakan
persetujuan Dervan Penvakilart
Rakyat pada persidanrrgar-t

berikutnya. Sebab bila ticlak
mendapat persetujuan Deu'ari
Per-wakilan Rakyat. rnaka PERPLi

tersebut harus dicabut. Dalaru bidartg
persetujuan Der,van Per-wakilan
Rakyat terhadap raltcangan undang-
undang yang diajukan oleh
pemerintah. itu pun tidaklah tnuclah.

Dalarn lembaga Dewan Penvakilan
Rakyat, terdapat beberapa golongan

perunclang-undangan
ditentr.rkan ataukah tidak.Jika tidak
sesuai barulah Der.van Penr akilarr

Rak-v*at bcrlindak den-Qartr lalan
rncmberikan pcrin-eatan atau putt

teguran untuk nrernpcritlgatkatt
perncrintah (Presiclen) supa.va tlal atrr

rnenjalankan kebij aksan rannva
di sestrai k an cl cn-[atr unc'l ang- tttt tllt tt t]

yang telah clitcntukan. Dalarn hal

r-t-tcrr-ucluark aD s lolenrcnl juga harus

mcnrinta persetujuan l)cr.r atl

Penvakilan Rakyat, tnisalttvlt
menr,atlkar-t pcrang. tncnthultt
pcrclarlaian dan perjanjian dcttgatt

Ncgalu lain. Funqsi kontrol L)cri l-ttt

setclal'r yang keper-rtingan

golongaunya. Untuk itu, rancangatt
undang-undang yang akan dibahas

butuh waktu bertulan bulan bahkan

sampai tahun.

B. Fungsi Kontrol
Kebijakan Keuangan

Terhadap

Negara dalarn hal ini tnempunl'ai
benn acam Ltru san clalan-r ran gk a

mempefiahankan. mcrnbina ilan
nrclanjutkan kehiclupan Negirra scrta

rlelaksanakan pembangunan gLlrtc

movujudkan tujuan Negara yaitr-r

nrenciptakan kemaknruran tlatt
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kesejahteraan bagi scluruh rakvat.
Khususr-rya di [nclonesia.
pernbangunan yan-s akan
dilaksanakan aclalah nteu,ujudkan
nrasl,aral<at adil clln ntakn-rur-
berdasarkan Pancasila clan Unclang-
Undang Dasar 194-5, naka tu-sas
penyelen-ugaraan penterintah
diberikan kepr,da Pre siclen sebagai
Mandataris Majelis
Pen-nusyar,varatan ILakyat yang
dalarn melaksanakan tugas-tugas dan
ke',vajibamrya memerlukan biaya
baik yang bersurnber dari dalam
negen maupun clipcroleh dari
sumbangan Negara-negara lain
dalarn bentuk hibah maupun
plnJaman.

Cara rnenetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) adalah suatu ukuran bagi
sifat peinerintahan Negara.Karena di
Negara kita berdasarkan kedaulatan
rakyat, maka penentuan Anggaran
Pendapatan dan Be lanja Negara
(APBN) hamslah ditentukan oleh
rakyat yang dituangkan dalam suatu
undang-undang. Dalarn hal
penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). kedudr-rkan
Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat
dari pemerintah, karena hal ini
menyangkut seluruh aspek
kehidupan bangsa yan_u bcrsangkut
paut dengan kemakmuran rakyat.
dimana pernerintah mernpunyai
kebijaksanaan tsrsencliri clalarn
mengelola keuangan Negara- nanruu
harus selalu beracla clalarr-t

pengawasan Dewan Penvakilan
Rakyat. sebab peng,quna uang
Negara tanpa kontrol dapat nrerjurus
pada penghamburan dan penrbt'rrosan
sefia penggunaan yarig tidak ada
manflaatnva. Oleh karena itu. dalanr
hal keuangan negara- maka Dervan
Peru,akilan Rakyat utclresiiu_g
peraltan yang penting.Hal ini dapal

dilihat pada Pasal I I Undang-
Undang Dasar 19,1-5 :

l. Ang_uaran Penrlapatan dan
Belanja Nc-gant scbagai
u'ujud cillri pcngclolaan
keuan-uan Ncuar-u ciitctapkan
setiap tahun clcr-rsan unclang-
undang dan rlilaksanakan
secara tcrbuka dan
befiang-uungjau ah untuk
sebesar-besamya

kernakrnurar r nrkr,irl.
2. Rancangan L;ndang-undang

Anggaran Pendapatan dar-t

Belanja Negara cliajukan oleh
Presiden untuk dibahas
bersarna Deu,au Perwakilan
Rakyal dengar-r

memperhati kan perlirnbangan
Dewan Penvakilan Daerah.

3. Apabila Deu'an Per-wakilan
Rak1,21 ticlak rnenyetujui
rancangan anggaran
pendapatan dan beianja
Negara yang cliusuikan oleh
Presiden.
menjalankan

pemerintah
Anggarar-r

Pendapatarr dan Belanja
Negara tahun yang lalu.

Bunyi pasal 23E ayat (1) untuk
merneriksa pengelolaan dan
tanggungjawab tentang keuangan
negara diadakan suatu Badan
Perneriksa Keuangan. yang bebas
dan mandiri.Ayat (2) Hasil
pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada Dewan
Per-wakilan Rakyat, Dervan
Per-wakilan Daerarh. dan Dervan
Perwakilan Rakyat Daerah. sesuai
dengan kewenangannya.Sedangkan
pada ayat (3) hasil penreriksaan
terseburt ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan daniatau badan sesuai
dengan undarrg-undang.

Dari bunyi Pasal 23 ayat (l )
Undan-e-ulrdang Dasar I 945. bahrva
setiap tahun pernerintah harus
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llt:uyusun suatu undatt-{-utrtlattg
tcutang Anggaran Pendapatart cllttt

Belanja Negara yang lazitt'rtrr a

cli sebut dengan Rancan-qan Attggarltrr
Pcndapatan dan Belania Ncgrlr-rr

(RULr APBN).
N4elaiui alat-aiat kclengkapnrr

)'ilng ada di De',\'att Pel-vvaktlatl

ILakyat. maka rencarla anggaralt )'illl-g
cliajLrkan oleh pihak pen-ierirttah irti

clibahas sccara mendalant uutuk
rlenentukan apakah rattcangarl

undang-undang tentang Anggararl
Pendapatan dan Belanja Negara ini
clarpat diterima Dewan Perwakilan
Rakyat atau hams ditolak. Sebab.

dalam pembicaraan di Dervan
Perwakilan Rakyat seringkali Dewan
Perwakilan Rakvat harus

rnengundang pemerintah untuk
menjelaskan kepada Dewan

Per-wakilan Rakyat nren-tlenal

rancangan Anggaran Pendapatan clart

Belanja Negara itu. Pemerintah
dalam hal ini diwakili oleh Menteri
Keuangan atau bersama Menteri lairt

vang ditunjuk oleh Presiden.
Bilamana Dewan Perwakilart

Rakvat berpendapat bahu,a

rancangan undang-undar-rg yang

diajukan oleh pemerintah telttang
pendapatan dan belanja Negara telah

cukup memenuhi syarat baik for-rnal

nraLlpun nraterial. maka Detvan
Perwakilan Rakyat memberikan
persctujuan terhadap RUU APIIN
itu. untuk kernuclian diajukan UU
APBN. dar.r siap untuk diltiksanakan
dalam tahun anggaran berikutny'a.

Bcrdiisarkan uraian cliatr.rs- clapat

dilihat bahr'r,a Deu,an Peru'akilarr
Itakvat meme-gang peranart c'lalarl

rlencntukau -uaris pokok
kcbilaksanaan yang akan clitcrttpuh
olch pcrnerintah clalanr suatu

unclan u-unclang. Karcna hal

keuansru-r ini sangat besar

pcrgaruhnva terhaclap kchitlupan

bangsa. uraka henclaklah Deu an

['cni akilan Raky'at sebagai 
"r'akil-u'akil rakr at benar-benar berfungsi

dan nrenlalankan tugas clengan benar.
Kcaclern ilri nrcmbct-ikan pclltanl

tc1'j arlin] a perrr eleu'enqau. rlisalnvlt
kor',.rpsi. Hll ini nron-iacli tLI-sas

Deu an Per-u akilan Itakyat uittuk
nrengadakan penuecekan mengcnai
kcbenaranurl. L-ntuk itulah De'uvitn

Penr akilan Rakvat mernbcntuk
konrisi-konrisi kon.iisi
ckonon-ri. hukurn dan sebagainya.
Jadi. tiurgsi pell-qawasan Deu,at.t

Penr akilan Raky at perlu menclapat

data rnengenai kasus korupsi, clan

sclanjutnva dibau'a ke sidang Dervan
Penvakilan Rakvat untuk dibahas
tcntan,q

selanjutnr a

tindakan-tindakan
dalartr rtrencatasi

masalah tersebut.

PENUTUP

Kcsimpulan :

L ,Adanya lernbaga Negara yaitu
MPR. Presiden, DPR, DPD.
N4A. BPK. MK, KY adalah
nrerupakan sifht khas yan-s

dimiliki oleh Undang-Undan-u
Dasar 1945. Sebab anttrra

Lembaga Negara, terjalin saling
hubungan. saling mempengaruhi
clan salin-u ketergantungan yang
mernbentuk satu sistenr yaitu
si stcnr Pem erintahan Negara.

2. Menurut Sistem Unclan-u-

Undang dasar 1945, kekuasaan
perunclan-ean di Negara kita
clipcgang olch Prcsiden
bersarna-sanra clengan Dcu'an
Peru akilan Rakyat daianr
lruburr-sau pa rtnc r s h ip.

3. Dalarn svstenr ketatanegaraan
Rcpuhlik Indortcsia r)lcr)ulul
Unclang-Unclang Dasar 194-5.

Deu an Per-"lakilan Rakvat
seba-uai salah satu Lernbaga

Itt
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Tinggi Ne-uara. selarn bcr tirnLtsi
sebagai "pat'tner" 

ltcnter-in1uh.
jrga rnelakukan firn ssr
pengawasan allggarall lltirLtpLlll
pengawasan tcrhaclrp irl; ::1.

4. Sebagai partner pcnte r-inlrrh
dalarn menjalankan kckrursran
perundang-undan_[an- ntaka
Dewan Penvakilan Rak_rlt .jLrga
tnelakukarr tungsi l)cr)r:il\\i.l\irn
terhadap jalannya pctlcrintahan
Negara yang clilakurkan olclr
pemerintah sebagai u,ajutl nvata
dari pada prinsip ke daularan
rakyat.

5. Fungsi pengawasan tcrhada;r
Anggaran Pendapatan datr
Belanja Negara (APBN) oleh
Dewan Perwakilan Rakvat
diwujudkan rnelalui pcnrbcrian
persetujuan terhadap rancansalt
Anggaran Pendapatarr dan
Belanja Negara (RUU APBN)
yang diusulkan oleh pcmerintah
untuk rnenjadi undang-undan9.

Saran:

1. Pelaksanaan fungsi kontrol
Dewan Perwakilan Rakyat. baik
sebagai sesama . lcrrba_ga
pembual undang-unclang.
maupun sebagai penga\\.asau
terhadap jalannya pemerintahar-r
Negara yang dilakukan olch
Presiden perlu ditingkarkan Iagi
dengan jalan meninskatkan

rnutu para ang_qota Dc*'an
Perwakilan Rakyat.

2. Rancangan Unclang-[.,nclans
tentang Anggar an Pendrpatan
dau Bclanjr .r'cgll'u (Rt t

APBN) yang cliusulkan kepacla
Dewan Perwakrlan Rak1,,at

untuk disetujui. hendaknva
dibahas secara lebih rnenclalanr
dalan-r semangat kekeluar-gaan-
sehingga dapat ntemcnuhi
harapan rakyal valtq
diwakilinya.
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